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Abstract: The purpose of this study is to analyze the effect of reinventing policy, 
tax officer services, and tax penalties on tax compliance in KPP Pratama Jakarta 
Cengkareng. Primary data are collected through questionnaires dissemination to 
tax payers at KPP Pratama Jakarta Cengkareng. The population is all registered 
taxpayer in KPP Pratama Jakarta Cengkareng. The number of sample are 94 
respondents. The purposive sampling method is used to select the sample. The data 
analysis are validity test, reliability test, classical assumption test, the coefficient 
determination analysis (adj.R2), simultaneous regression test (F test), and partial 
regression test (t test). Based on the data analysis, the results show the reinventing 
policy does not have significant effect on tax compliance, while tax officer services 
and tax penalties have significant effect on tax compliance. 
  
Keywords: reinventing policy, tax officer service, tax penalties, tax compliance 
 
Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh reinventing 
policy, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP 
Pratama Jakarta Cengkareng. Data Primer dikumpulkan melalui penyebaran 
kuisioner kepada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 94 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis 
koefisien determinasi (adj.R2), uji regresi simultan (uji F), dan uji regresi parsial 
(uji t). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa reinventing policy tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus dan 
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
 
Kata kunci: reinventing policy, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak 
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PENDAHULUAN 
 

Pajak merupakan salah satu sumber 
penghasilan bagi suatu negara. Dengan adanya 
pajak, pembangunan suatu negara dapat 
berjalan dengan baik. Pembangunan yang 
dilakukan terjadi dalam berbagai bidang, seperti: 
pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana 
umum, dan sebagainya. Permasalahan yang 
terjadi adalah tidak tercapainya target pajak 
beberapa tahun lalu. Sehingga menyebabkan 
mundurnya Sigit Priadi Pramudito dari 
jabatannya yaitu Direktur Jendral Pajak. Tidak 
tercapainya target pajak berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak. Baik dalam hal 
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan (terkait 
pajak penghasilan). Kepatuhan menjadi masalah 
karena adanya sistem pajak di Indonesia yaitu 
self assessment. Self assessment adalah suatu 
sistem dimana wajib pajak melakukan kewajiban 
perpajakannya sendiri (menghitung, menyetor, 
dan melapor).  

Kepatuhan wajib pajak dapat ditinjau dari 
berbagai hal, seperti: sudah atau belum terdaf-
tarnya orang yang telah bekerja dan memiliki 
penghasilan sebagai wajib pajak. Apabila terdaf-
tar maka wajib pajak tersebut akan memperoleh 
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain hal 
tersebut, kepatuhan wajib pajak juga terlihat 
saat perhitungan pajak. Terkadang ada beberapa 
penghasilan yang menambah kemampuan 
ekonomi wajib pajak, namun tidak diikutsertakan 
dalam perhitungan pajak. Selain kedua hal 
tersebut, ada pula kelalaian-kelalaian wajib 
pajak dalam hal penyetoran dan pelaporan. 
Biasanya ketidakpatuhan yang terjadi adalah 
terlambat setor dan lapor.  

Sebelum membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, ada 
baiknya untuk mengetahui beberapa 
permasalahan pajak di Indonesia yang terjadi di 
tahun 2015. Permasalahan yang pertama 
adalah tidak tercapainya target pajak tahun 
2015. Ditengah perekonomian makro global dan 
nasional yang tidak pasti, pemerintah mampu 
merealisasikan penerimaan pajak tahun 2015 
senilai Rp1.055 triliun, yaitu sebesar 81,5% dari 

yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan 
dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 
yang tercatat Rp1.294,258 triliun. Menurut 
Prastowo (Direktur Eksekutif Center for 
Indonesia Taxation Analysis) melambatnya 
pertumbuhan ekonomi ditahun 2015 berdampak 
pada penerimaan pajak terutama dalam sektor 
industri pengolahan dan prtambangan. Selain 
itu, Beliau mengatakan bahwa penerimaan pajak 
juga terpengaruh melemahnya impor terkait 
dengan penurunan harga komoditas. 

Penerimaan pajak tahun 2015 juga tidak 
terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh 
pemerintah, yaitu reinventing (kebijakan sunset 
policy jilid II). Kebijakan ini juga menjadi penarik 
bagi wajib pajak yang memiliki kelalaian dalam 
hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan 
pajak penghasilan yang mereka lakukan. Akibat 
kelalaian tersebut seharusnya mereka 
dikenakan sanksi pajak. Dalam hal pembenaran 
SPT, akan dikenakan sanksi denda dan bunga 
2% perbulan. Dengan adanya reinventing policy, 
wajib pajak yang ingin membenarkan SPT tidak 
akan dikenakan sanksi pajak. Selain reinventing 
policy, sanksi pajak juga telah diterapkan bagi 
wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 
Selain itu, pemerintah juga selalu meningkatkan 
pelayanan pajak. Pelayanan ini diharapkan 
mampu memberikan kepuasan bagi wajib pajak 
dalam kepengurusan administrasi 
perpajakannya sehingga tercipta kepatuhan 
wajib pajak. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, 
peneliti berharap dapat mengetahui hal-hal apa 
saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak dalam melakukan kewajiban 
perpajakannya. Penelitian ini merupakan 
penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya 
yang pernah dilakukan oleh Ngadiman dan 
Huslin (2015). Penelitian ini dilakukan untuk 
melihat apakah terdapat pengaruh antara faktor-
faktor kepatuhan wajib pajak dalam penelitian 
sebelumnya di waktu saat ini. Namun yang 
membedakan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah adanya penambahan 
variabel baru (pelayanan fiskus) dan objek 
penelitian. 
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Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Utami (2013, 2) wajib pajak yang 

dikatakan patuh adalah Wajib Pajak yang 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai 
wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu 
yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 
Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan 
penetapan wajib pajak patuh. 

Pengertian kepatuhan menurut Arum 
(2012, 3), kepatuhan adalah motivasi 
seseorang, kelompok atau organisasi untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan 
yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang 
berlaku adalah Undang-undang Perpajakan.  
 
Reinventing Policy 

Reinventing policy ini adalah kebijakan 
lanjutan dari sunset policy yang pernah 
diterapkan di Indonesia pada tahun 2008. 
Kebijakan ini sering pula disebut sebagai sunset 
policy jilid II. Kebijakan ini berbeda dengan 
sunset policy. Menurut Ngadiman (2015, 231), 
Reinventing policy ini merupakan 
penyempurnaan dari sunset policy. Karena 
terdapat perbedaan antara kebijakan ini dengan 
kebijakan sebelumnya, yaitu dalam hal landasan 
hukum yang digunakan. (1) Dalam sunset policy 
landasan hukum yang digunakan adalah Pasal 
37A UU KUP, sedangkan dalam reinventing 
policy, penghapusan sanksi administrasi 
menggunakan kewenangan Direktur Jendral 
Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) 
huruf a KUP; (2) Pemberian penghapusan 
sanksi administrasi pada sunset policy KPP 
tidak menerbitkan STP, sedangkan pada 
reinventing policy KPP menerbitkan STP lalu 
akan dihapuskan apabila ada surat permohonan 
dari Wajib Pajak; (3) Pada sunset policy 
penyampaian atau pembetulan SPT 
menggunakan dasar sukarela (voluntary) dari 
Wajib Pajak, sedangkan dalam reinventing 
policy selain bersifat voluntary juga ada yang 
bersifat keharusan (mandatory). 

Menurut Waluyo (2013, 395) 
Pengampunan pajak dipandang sebagai cara 

pemerintah untuk meningkatkan penerimaan 
pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh 
Ngadiman dan Huslin (2015), dan Siregar (2011) 
menyatakan bahwa sunset policy tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
sedangkan menurut hasil penelitian Anggraeni 
(2011), sunset policy berpengaruh terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis yang diajukan 
adalah: 
H1 Reinventing policy berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 
 
Pelayanan Fiskus 
 Menurut Putri (2012, 664), kemauan 
membayar pajak pada wajib pajak sebagian 
besar dipengaruhi oleh pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah. Perasaan puas dan 
senang dalam diri wajib pajak menimbulkan 
motivasi dalam melakukan kewajiban 
perpajakannnya secara benar. Apabila wajib 
pajak menghitung, menyetor dan melaporkan 
pajaknya secara benar, maka pemerintah tidak 
perlu mempertanyakan kepatuhan wajib pajak. 
 Menurut Sari dan Susanti (2013, 64), 
kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila 
pemerintah memberikan pelayanan yang baik 
kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik 
harus diutamakan sehingga menciptakan 
perasaan yang puas bagi wajib pajak. Oleh 
karena perasaan puas tersebut, wajib pajak mau 
melakukan kewajiban perpajakannya dengan 
benar.  

Menurut Sari dan Susanti (2013, 68), 
pelayanan merupakan suatu proses pemberian 
bantuan kepada orang lain dengan cara-cara 
tertentu yang memerlukan hubungan 
interpersonal untuk menciptakan kepuasan dan 
keberhasilan. Pengaruh dari kepuasan tersebut 
dapat meningkatkan mutu suatu pelayanan 
umum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, 
mendorong pelaksanaan pelayanan menjadi 
efektif dan efisien, serta mendorong masyarakat 
berperan dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat lain. Kualitas pelayanan fiskus dapat 
diukur dengan pemberian tanggapan, 
kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya.  

 

221 



 
Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 18, No. 2    Desember 2017 

 
 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fuadi 
dan Mangoting (2013), dan Nurlish dan Islamiah 
(2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
sedangkan menurut Iraningsih (2015) pelayanan 
fikus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Hipotesis yang diajukan adalah: 
H2 Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 
 
 
Sanksi Pajak 

Menurut Arum (2012, 3), Sanksi adalah 
suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melakukan tindakan 
pelanggaran terhadap peraturan. Peraturan atau 
Undang-undang merupakan rambu-rambu yang 
digunakan bagi seseorang untuk melakukan 
atau tidaknya suatu tindakan. Sanksi diperlukan 
agar peraturan atau Undang-undang tidak 
dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan 
bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat yang digunakan 
untuk mencegah wajib pajak agar tidak 
melanggar norma perpajakan. 

Menurut Fuadi dan Mangoting (2013, 21), 
wajib pajak akan memenuhi kewajiban 
perpajakannya apabila melihat bahwa sanksi 
perpajakan menimbulkan banyak kerugian bagi 
Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut 
Ngadiman dan Huslin (2015, 233), sanksi adalah 

suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan 
kepada orang yang melanggar peraturan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arum 
(2012), Utami (2013), Ngadiman dan Huslin 
(2015) menyatakan bahwa sanksi pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
sedangkan menurut Suyapto dan Lasmana 
(2014) sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
H3 Sanksi pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 
 
METODA PENELITIAN 

 
Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer yang didapatkan melalui 
kuisioner yang telah diisi oleh responden yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini. 
Penyebaran kuisioner dilakukan sejak tanggal 
21 Oktober 2016 sampai 31 Oktober 2016 di 
KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Penyebaran 
kuisioner dilakukan pada tanggal tersebut 
dikarenakan pelaporan PPN masa paling lambat 
dilakukan akhir bulan berikutnya. Pemilihan 
responden sebagai dalam penelitian ini 
dilakukan menurut kriteria tertentu. Kriteria yang 
diterapkan adalah terdaftar di KPP Pratama 
Jakarta Cengkareng sebagai wajib pajak. Hal ini 
diterapkan karena tidak semua orang yang 
ditemui oleh peneliti adalah wajib pajak di KPP 
tersebut. 
 

 
Tabel 1 Data Sampel dan Data yang Dapat Diolah 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 
Kuisioner yang telah disebar 150 100 
Kuisioner yang tidak kembali (0) (0) 
Kuisioner yang kembali 150 100 
Kuisioner yang diisi tidak lengkap (3) (2) 
Kuisioner yang diisi lengkap 147 98 
Kuisioner yang tidak dapat diolah (53) (35,33) 
Kuisioner yang dapat diolah 94 62,67 

Sumber: Pengolahan data primer peneliti 
  
Jumlah penyebaran kuisioner yang dilakukan 
oleh peneliti adalah 150 kuisioner, dan semua 

kuisioner tersebut kembali. Sebanyak 3 
kuisioner dengan persentase 2%, jawaban atas 
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pertanyaannya tidak diisi lengkap sehingga 
banyak kuisioner yang diisi lengkap adalah 147 
kuisioner atau 98%. Dari 147 kuisioner yang diisi 
lengkap, terdapat 53 kuisioner dengan 
persentase 35,33% memiliki jawaban yang tidak 
konsisten, sehingga 53 kuisioner ini tidak 
diikutsertakan dalam pengolahan data. Jadi 
kuisioner yang dapat diolah sebanyak 94 
kuisioner atau 62,67%. 

 
HASIL PENELITIAN 
 

Berdasarkan kuisioner yang disebarkan 
dan diisi oleh wajib pajak di KPP Pratama 
Jakarta Cengkareng, maka didapatkan data 
responden sebagai berikut: 

Tabel 2 Data Demografi Responden 
Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Jenis kelamin 
Laki-Laki 45 47,9 
Perempuan 38 40,4 
Tidak diisi 11 11,7 

Umur 

11-20 tahun 3 3,2 
21-30 tahun 35 37,2 
31-40 tahun 28 29,8 
41-50 tahun 13 13,8 
>50 tahun 4 4,3 
Tidak diisi 11 11,7 

Pekerjaan 
Karyawan 62 66 
Pekerja bebas 17 18 
Tidak diisi 15 16 

Lama bekerja 

0 – 5 tahun 46 48,9 
>5 – 10 tahun 23 24,5 
>10 – 15 tahun 6 6,4 
>15 – 20 tahun 1 1,1 
>20 tahun 1 1,1 
Tidak diisi 17 18,1 

Pendidikan terakhir 

SMP 5 5,3 
SMA/SMK 35 37,2 
D1 1 1,1 
D3 10 10,6 
S1 27 28,7 
S2 1 1,1 
Tidak diisi 15 16 

Pengisian SPT 

Sendiri 50 53,2 
Konsultan 20 21,3 
Tenaga ahli 4 4,3 
Tidak diisi 20 21,3 

Pendidikan 
perpajakan 

Kursus 12 12,8 
Pelatihan 14 14,9 
Penyuluhan 5 5,3 
Belajar sendiri 41 43,6 
Tidak diisi 22 23,4 
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Tabel 3 Statistik Deskriptif Variabel 

Keterangan REINVENTING PELAYANAN SANKSI PATUH 
N Valid 94 94 94 94 

Missing 0 0 0 0 
Mean 15.3298 19.2021 24.3723 24.6809 
Std. Deviation 1.80435 2.55090 2.51013 2.62827 
Minimum 12.00 14.00 18.00 18.00 
Maximum 20.00 25.00 30.00 30.00 

 
 
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata jawaban 
responden untuk pertanyaan kepatuhan wajib 
pajak adalah 24,6809 dengan penyimpangan 
jawaban sebesar 2,62827. Rata-rata jawaban 
responden untuk pertanyaan reinventing policy 
adalah 15,3298 dengan penyimpangan jawaban 
sebesar 1,80435. Rata-rata jawaban responden 
untuk pertanyaan pelayanan fiskus adalah 
19,2021 dengan penyimpangan jawaban sebesar 
2,55090. Rata-rata jawaban responden untuk 
pertanyaan sanksi pajak adalah 24,3723 dengan 
penyimpangan jawaban sebesar 2,51013. 
 Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian 
ini diukur dengan skala likert 1-5, dimana skala 1 
menunjukkan sangat tidak setuju, dan 5 menun-
jukkan sangat setuju. Nilai validitas variabel ini 
adalah 0,000, dan nilai cronbach’s alpha 0,719. 

Reinventing policy dalam penelitian ini 
diukur dengan skala likert 1-5, dimana skala 1 
menunjukkan sangat tidak setuju, dan 5 menun-
jukkan sangat setuju. Nilai validitas variabel ini 
adalah 0,000, dan nilai cronbach’s alpha 0,672. 

Pelayanan fiskus dalam penelitian ini 
diukur dengan skala likert 1-5, dimana skala 1 
menunjukkan sangat tidak setuju, dan 5 menun-
jukkan sangat setuju. Nilai validitas variabel ini 
adalah 0,000, dan nilai cronbach’s alpha 0,625. 

Sanksi pajak dalam penelitian ini diukur 
dengan skala likert 1-5, dimana skala 1 menun-
jukkan sangat tidak setuju, dan 5 menunjukkan 
sangat setuju. Nilai validitas variabel ini adalah 
0,000, dan nilai cronbach’s alpha 0,635. 

Berikut ini adalah hasil pengujian 
multikolinearitas:   

Tabel 4 Uji Multikolinearitas  
Variabel Tolerance VIF 
Reinventing Policy 0,850 1,177 
Pelayanan Fiskus 0,859 1,164 
Sanksi Pajak 0,972 1,029 

 
Tabel 4 menunjukkan nilai tolerance setiap 

variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF setiap 
variabel kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi 
multikolinearitas sehingga data reinventing policy, 
pelayanan fiskus dan sanksi pajak baik digunakan 
dalam model penelitian. Pengujian autokolerasi 
dalam penelitian ini menggunakan Lagrange 
Multiplier (Bruesch-Goldfrey). Berikut ini adalah 
hasil pengujian autokolerasi. 
 

Tabel 5 Uji Autokolerasi 
Model  Sig. 
Res_2 0,252 

 
 Tabel 5 menunjukkan nilai sig. Res_2 ada-
lah 0,252 yang berarti lebih besar sama dengan 
0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
autokolerasi sehingga data baik digunakan dalam 
model regresi. Pengujian heteroskedastisitas 
dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser 
(metode non grafik). Berikut adalah hasil 
pengujian heteroskedastisitas. 

 
Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas 

Model  Sig. 
Reinventing Policy 0,806 
Pelayanan Fiskus 0,980 
Sanksi Pajak 0,574 

 

 

224 



 

ISSN: 1410 - 9875                       Rionaldo Sanjaya/Haryo Suparmun 

 
 Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan 
bahwa nilai sig. setiap variabel memiliki nilai 
lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 
tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga data 

reinventing policy, pelayanan fiskus dan sanksi 
pajak baik digunakan dalam model penelitian. 
Berikut ini adalah hasil uji t dalam penelitian ini.

 
Tabel 7 Uji t 

Variabel B Sig. Kesimpulan 
(Constant)  9,611   
Reinventing Policy -0,022 0,887 Tidak berpengaruh signifikan 
Pelayanan Fiskus 0,310 0,003 Berpengaruh signifikan 
Sanksi Pajak 0,388 0,000 Berpengaruh signifikan 

 
 

Reinventing policy memiliki nilai sig. 0,887 
yang lebih besar sama dengan dari 0,05, maka 
H1 ditolak dan dapat disimpulkan secara statistik 
bahwa variabel reinventing policy tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi 
dan pemahaman dari wajib pajak mengenai 
reinventing policy sehingga menyebabkan hasil 
analisis data tidak berpengaruh signifikan. 
 Pelayanan pajak memiliki nilai sig. 0,003 
yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima dan 
dapat disimpulkan secara statistik bahwa 
variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 Sanksi pajak memiliki nilai sig. 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima dan dapat 
disimpulkan secara statistik bahwa variabel 
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
 
PENUTUP 
 
 Penelitian ini merupakan lanjutan dari 
penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk 
memperoleh bukti empiris mengenai reinventing 
policy, pela-yanan fiskus dan sanksi pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistik 
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
reinventing policy tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadi-
man dan Huslin (2015), dan Siregar (2011) yang 
menyatakan bahwa sunset policy tidak berpeng-
aruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi hal 

ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Anggraeni 
(2011) yang menyatakan sunset policy berpeng-
aruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Fuadi dan Mangoting (2013), 
dan Nurlish dan Islamiah (2015) yang 
menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak 
sesuai dengan hasil penelitian Iraningsih (2015) 
yang menyatakan pelayanan fikus tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 Sanksi pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Arum (2012), Utami (2013), 
Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan 
sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak dan tidak sesuai dengan 
hasil penelitian Suyapto dan Lasmana (2014) 
yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan 
kekurangan, antara lain sebagai berikut: (1) 
Variabel dependen dalam penelitian ini hanya 
menggunakan 3 variabel independen (reinventing 
policy, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak), 
sehingga kurang menjelaskan variabel kepatuhan 
wajib pajak. (2) Penelitian ini hanya menggunakan 
sampel sebanyak 94 responden. Jumlah ini ha-
nya sebagian kecil dari jumlah wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. 
(3) Salah satu pernyataan dalam kuisioner ini 
tepatnya dalam variabel reinventing policy 
menggunakan kata “pembenaran” yang dapat 
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menimbulkan salah persepsi bagi responden 
yang mengisi kuisioner ini, dimana seharusnya 
“pembetulan”. Namun mengingat responden 
adalah wajib pajak, maka sudah memahami arti 
kata “pembenaran”. (4) Kuisioner dalam penelitian 
ini tidak hanya mengacu pada 1 jurnal melainkan 
pada beberapa jurnal, dan dimodifikasi oleh pe-
neliti. (5) Salah satu pernyataan dalam kuisioner 
ini mengenai variabel pelayanan fiskus menya-
takan “Fasilitas call center adalah fasilitas yang 
menolong wajib pajak” kurang tepat karena kui-
sioner ini disebarkan di kantor pelayanan pajak. 

Rekomendasi yang diberikan untuk 
penelitian selanjutnya adalah (1) Penelitian 
selanjutnya dapat menambah varia-bel 
independen sehingga dapat menggambar-kan 

variabel kepatuhan wajib pajak lebih baik. (2) 
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 
sampel yang lebih banyak. (3) Mengganti kata 
“pembenaran” menjadi “pembetulan” dalam 
salah satu pernyataan kuisioner dalam variable 
reinventing policy. (4) Peneliti selanjutnya dapat 
membaca jurnal acuan dalam penelitian ini 
sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. 
(5) Peneliti selanjutnya mengganti salah satu 
pernyataan yang terdapat pada variabel pelayanan 
fiskus yang menyatakan “Fasilitas call center 
adalah fasilitas yang menolong wajib pajak.” 
menjadi “Fiskus selalu memberikan sosialisasi 
tentang peraturan perpajakan terbaru.” yang 
sebelumnya telah diuji oleh Nurlish dan Islamiah 
(2015). 
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